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PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 85 TAHUN 2016
TENTANG

KOMPONEN BIAYA KOMPENSASI YANG DIBAYARKAN OLEH PEMERINTAH
DALAM PENYELENGGARAAN ANGKUTAN BARANG DI LAUT

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa dalam rangka pelaksanaan kewajiban pelayanan publik

penyelenggaraan angkutan barang di laut, perlu ditetapkan

Peraturan Menteri Perhubungan tentang Komponen Biaya

Kompensasi yang Dibayarkan oleh Pemerintah Dalam

Penyelenggaraan Angkutan Barang di Laut.

1.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan
Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4297);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4756);
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10.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang
Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4849);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang
Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5070), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun
2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5731);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang
Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5108), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22
Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di
Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5208);

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang
Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);

Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2015 tentang

Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk
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Angkutan Barang di Laut (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 221);

11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 161 Tahun
2015 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan
Publik Untuk Angkutan Barang di Laut (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1550)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2016 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor
PM 161 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kewajiban
Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang di Laut (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 61);

12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 1844).

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG
KOMPONEN BIAYA KOMPENSASI YANG DIBAYARKAN OLEH
PEMERINTAH DALAM PENYELENGGARAAN ANGKUTAN
BARANG DI LAUT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang di
Laut adalah kewajiban pelayanan publik untuk angkutan
barang sebagaimana diatur oleh Menteri Perhubungan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan, yang pelaksanaannya ditugaskan kepada
Badan Usaha Milik Negara sebagai pelaksana kewajiban
pelayanan publik/ Public Service Obligation (PSO).

2. Pelaksana Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik

Untuk Angkutan Barang di Laut adalah perusahaan
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(1)

angkutan laut nasional yang berbentuk Badan Usaha
Milik Negara yang ditugaskan untuk menyelenggarakan
kewajiban pelayanan publik untuk angkutan barang di
laut.

Kompensasi adalah kewajiban Pemerintah untuk
membiayai penugasan penyelenggaraan kewajiban
pelayanan publik untuk angkutan barang di laut yang
besarnya selisih antara biaya produksi dan tarif yang
ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah
sebagai kewajiban pelayanan publik.

Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah
adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang
kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau
walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah.

Menteri adalah Menteri Perhubungan.

Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan

Laut.

BAB II
KOMPONEN BIAYA

Pasal 2
Komponen biaya kompensasi yang dibayarkan oleh
Pemerintah dalam penyelenggaraan angkutan barang di
laut, terdiri atas:
a. biaya operasional langsung meliputi:
1. biaya tetap terdiri atas:

a) penyusutan kapal;

b) sistem komunikasi kapal;

c) sewa kapal;

d) premi asuransi kapal;

e) biaya nakhoda dan anak buah kapal.
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2. Dbiaya variabel usaha perkapalan terdiri atas:
a) bahan bakar minyak;
b) minyak pelumas dan gemuk;
c) keamanan;
d) kebersihan;
e) operation control room,
f)  sewa kontainer;
g) cargo handling;
h) jasa kepelabuhanan;
i)  perbaikan, pemeliharaan, dan
perlengkapan kapal;
j)  biaya pemasaran.
b. biaya operasional tidak langsung/biaya overhead
meliputi:
1. gaji pegawai non anak buah kapal;
2. biaya umum kantor;
3. pajak perusahaan;
4. perizinan dan sertifikasi.

(2) Rincian komponen biaya kompensasi yang dibayarkan
oleh Pemerintah dalam penyelenggaraan angkutan
barang di laut sebagaimana tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Menteri ini.

Pasal 3
Dalam hal menghitung besaran komponen biaya kompensasi
yang dibayarkan oleh Pemerintah dalam penyelenggaraan
angkutan barang di laut, perusahaan angkutan laut nasional
yang diberi penugasan oleh Menteri Perhubungan agar
memperhatikan prinsip-prinsip efektifitas, efisiensi,

kewajaran, dan akuntabilitas.



